
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Llngkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (1..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peratu:ran Bupati tentang 
Tata. Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Da.erah 
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Tata 
Cara Pernungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati; 

BUPATJ GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Meni.mbang 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 

TENTANG 

BUPATIGROBOGAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR -f0 TAHUN 2017 



Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Ata.s 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tent.ang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Norn.or 3897); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nornor 76, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9· Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pera.turan 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

kabupaten Grobogan Nomor 14); 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan uru.san pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan. 

5. Aparat atau Petugas adalah Aparat atau Petugas BPPKAD. 

6. Bendahara Penerirnaan a.dalah Bendahara Penerirnaan pada BPPKAD. 
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah konstribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainya, Badan Usaha Milik Negara { BUMN), atau Badan Usaha Milik 

Daerah { BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkwnpulan, yayasan, organisasi 
Masa, organisasi social politik atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk 

badan lainya termasuk kontrak investasi kolek:tif dan bentuk usaha tetap, 

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 
da1am dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



10. Mineral Bukan Logam clan Batuan adalah mineral bukan logam dan 
batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan 

di bidang mineral dan batu bara. 

11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dik.enakan 
Pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribacli atau Badan, mcliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hale clan kewajiban 

perpaja.kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan 

perpajakan daerah. 
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah 

nornor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

adminiatrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas Wajib Pajak dalarn melaksanakan hale dan kewajiban 

perpajakan daerah. 
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka 

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan 

kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, 
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender, 
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams clibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data obyek dan subyek pajak atau penentuan besarnya pajak yang 

terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak 

serta pengawasan penyetorannya. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan /atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan 

obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

-----~- ---- 



19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPO adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sangsi adrninistrasi dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan yang selanjutnya 

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPON, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah, 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif 
berups bunga dan/atau denda. 

25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 

Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 



pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa, yang dirutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
terse but. 

29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah clan retribust daerah. 

30. Penyidikan adalah scrangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

3 I. Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang 
undang untuk melakukan penyidikan. 

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

33. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
nilai rupiah yang diperoleh dari hasil perkalian nilai pasar atau harga 
standar dengan volume masing-masing jenis Pengambilan Mineral Bukan 
Logam dan Batuan. 

34. Nilai Pasar Haail Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 
harga rata-rata masing-rnasing Jenis Pengambi!an Mineral Bukan Logam 
clan Baruan yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah yang 
berlaku di lokasi setempat. 

35. Volume/ tonasa adalah hasil eksploitasi masing-masing jenis pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan. 

---------- 



w. pasir dan kerikil; 

n. kalsit; 
0. kaolin; 
p. leusit; 
q, magnesit; 
r. mika; 
s. marmer; 
t. nitrat; 
u. opsidien; 
v. oker; 

a. as bes; 
b. batu tulis; 
c. batu setengah permata; 
d. batu kapur; 
e. batu apung; 

f. batu perrnata; 
g. bentonit; 
h. dolomit; 
i. feldspar; 

J· garam batu (halite); 
k. grafit; 

I. granit/ andesit; 
m. gips; 

(1) Objek Pajak adalah kegiatan pengarnbilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang rneliputi : 

Pasal 3 

Dengan narna Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan dipungut pajak 
sebagai pembayaran atas pengambilan Mineral Bukan Logarn dan Batuan. 

Pasal 2 

BAB Il 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

36. Harga Standar Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah yang ditetapkan oleh lnstansi yang berwenang dalam Bidang 

Penambangan dan Pengambilan Mineral Bukan Logarn dan Batuan. 



(l) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
(2) Wajib Pajak adalan orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

Pasal4 

x. paslr kuaraa; 
y. perllt; 
z. phospat; 
aa. talk; 
bb. tanah serap ( fullrs earth); 
cc. tanah diatomer; 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ff. tras; 
gg. yarosif; 
hh, zeolit; 
11. basal; 
ii. tra.kkit; dan 
kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Dikecualikan dari objek pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (l) 

adalah: 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata 

nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan 
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan 
tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman 

pipa air/ gas; dan 
b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak 

dimanfaatkan secara komersial. 



Masa pajak adalah jangka waktu 1 [satu] bulan kalender yang menjadi dasar bagi 
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

Pasa18 

BABIV 

MASA PAJAK 

Penghitungan besarnya Pajak ditetapkan berdasarkan pengalian antara tarif 
pajak sebesar 20% (dua puluh persen) sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 
dengan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 ayat (1). 

Pasal 7 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua 
puluh persen). 

Pasal6 

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral 
Bukan Logarn clan Batuan. 

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dihitung dengan 
mengalikan volume/tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan yang diambil dalam ukuran meter kubik dengan nilai pasar 
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

(3) Dalam ha! terdapat kesulitan memperoleh data volume pengambilan 
Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik Japoran dari wajib pajak 
maupun penghitungan di lokasi penambangan rnaka dihitung dengan 
rnendasarkan daya angkut setiap jenis kendaraan pengangkut (truck, 
pick up). 

(4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata 
yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. 

(5) Dalam ha! nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sulit 
diperoleh, digunakan harga standar yang diatur tersendiri dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 5 

BAB Ill 
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNOAN PAJAK 



(1) Pendataan merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan pemungutan 
pajak, dimasukan untuk memperoleh data obyek dan wajib pajak. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; 

a. nama Wajib Pajak; 

Pasal 11 

BABVI 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pendataan 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 
(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemberian persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

b. penerbitan STPD, SKPDKB dan SKPDKBT; 
c. pembetulan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

d. pengurangan dan penghapusan sanksi adrninistrasi Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan; 

e. pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan; 

f. pemeriksaan kepada wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

dan 
g. penelitian dan pemprosesan permohonan keberatan yang diajukan 

Wajib Pajak. 

BABV 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal 10 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral 

bukan logam clan batuan. 

Pasal 9 

-~------- 
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(1) Setiap Wajib Pajak atau calon wajib pajak harus mendaftarkan usahanya 
paling lambat 1 (satu] bulan sejak yang bersangkutan melakukan usaha 
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dilakukan dengan 
menggunakan Forrnulir Pendaftaran di BPPKAD. 

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk 
memperoleh data identitas Wajib Pajak sebagai bahan penyusunan Daftar 
lnduk Wajib Pajak dan/atau pemberian NPWPD. 

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib diisi 
dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau 

kuasanya dengan melampirkan: 
a. Fotocopi identiras diri pengusaha/ penanggungjawab, penerima kuasa; 
b. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU); 
c. Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan (jika ada]: dan 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pendaftaran 

Pasal 12 

b. alarnat Wajib Pajak; 
c. jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang; 

d. volume Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang; 
e. harga Jual atau Harga Pasar; dan 
f. data pentlng Jainnya. 

(3) Pendataan pajak dilakukan dengan memberikan Forrnulir Pendataan 
kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengambilan 

mineral bukan Jogam dan batuan. 
(4) Forrnutir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan 

harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengambilan mineral 

bukan logam dan batuan atau kuasanya. 
(5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani, orang pribadi atau badan yang melakukan 

usaha pengambilan/pemanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
harus melaksanakan pendaftaran di BPPKAD untuk menjadi Wajib Pajak. 

(6) Bentuk formulir pendataan dan lampiran formulir pendataan tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
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(1) Penetapan Pajak dilakukan berdasarkan sistem Self Assesment dimana 
Wajib Pajak menilai dan menghitung sendiri pajak yang terutang, 
dilakukan dengan cara Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, SSPD, 

STS dan Nota. 

Bagian Ketiga 
Penetapan Pajak 

Pasal 13 

d. Surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dlkuasakan dengan 
disertai fotocopi identitas pemberi dan penerima kuasa; 

(4) Fonnulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan ke Bidang Pajak Daerah Lainnya BPPKAD, paling Iambat 7 
(tujuh) hari sejak yang bersangkutan mernperoleh formulir pendaftaran. 

(SI Bagi Subjek Pajak yang telah mendaftar, maka Kepala BPPKAD 
menyate.kan yang bersangkuatan menjadi wajlb pajak dengan 
menerbitkan NPWPD. 

(6) Dalarn hal subjek pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan NPWPD 
secara jabatan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ). 

(7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Kepala BPPKAD dalam hal: 

a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh wajib pajak dan/atau 
ahli warisnya; 

b. Wajib Pajak dilikuidasi karena penghentian atau penghapusan usaha; 
dan/arau 

c. dianggap perlu oleh Kepala BPPJ<AD untuk menghapuskan NPWPD 
dari Wajib Pajak. 

(8) Kepala BPPKAD sete!ah melakukan perneriksaan harus memberikan 
keputusan atas pennohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dalam jangka waktu 
6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 

(9) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8) Kepala BPPKAD tidak memberikan keputusan maka permohonan 
dianggap diterima, 

(10) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

---------- 
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(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Bupati dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal: 

1) jika berdasarkan hasil perneriksaan atau keterangan lain, pajak 
yang terutang tidak atau kurang bayar; 

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada BPPKAD dalarn jangka 
waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak 
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; dan/atau 

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula 
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jurnlah pajak yang 
terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka 

penerbitan SKPDKBT; dan/atau 
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagairnana 
dimaksud pada ayat (ll huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 

Pasal 14 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, 

benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 
(3) SPTPD sebagairnana dimaksud pada ayat {l), harus disampaikan kepada 

Kepala BPPKAD paling lambat 15 (lima belael hari setelah berakhirnya 
masa pajak, dengan dilampiri bukti pembeyaran pajak oleh wajib pajak. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan 
dalam hal: 
a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana mestinya; 
b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ atau dokumen 

sebagaimana dimaksud ayat (3); dan/atau 
c. SPTPD disarnpaikan setelah BPPKAD rnelakukan pemeriksaan atau 

menerbitkan surat ketetapan pajak, 
(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III 

Peraturan Bupati ini. 
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( l) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2) Setiap wajib pajak wajib mernenuhi kewajiban perpajakan sendiri. 
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan 

penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen 
lain yang dipersarnakan. 

(4) Hasil pemungutan pajak disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) 
hari kerja. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pemungutan 

Pasal 16 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPKAD, 
dibuat daftar ketetapan selanjutnya disarnpaikan ke wajib pajak. 

Pasal 15 

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 [dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT aebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

---------- 



(l) .Jatuh tempo pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 
ayat (I) paling lam bat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya rnasa 
pajak. 

(2) SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling 
lama l (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari Iibur, maka batas 
waktu pembayaran jatuh tempo pada 1 (satu) hari kerja berikumya. 

(4) Apabila pernbayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dikenakan san ksi 
administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) 
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, 
dan ditagih dengan STPD. 

Pasal 18 

menyetorkan hasil penerirnaan pajak paling lambat I x 24 jam sejak saat 
diterimanya uang pajak dari Wajib Pajak secara brute ke Kas Daerah. 

(3) Tern pat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l ), 
ditetapkan lebih lanjut o!eh Bupati. 

(4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda 
bukti pembayaran berupa SSPD. 

(5) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 
Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

berkewajiban ditunjuk yang Penerimaan/ Petugas (2) Bendahara 

( 1) Pembayaran pajak terutang hams dilakukan sekaligus dan lunas di Kas 
Umum Daerah melalui Bendahara Penerirnaan BPPKAD atau tempat lain 
yang ditunjuk. 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

Pasal 17 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, ANOSURAN DAN 

PENUNDMN PEMBAYARAN PAJAK 
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(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran Pajak 

kepada Kepala BPPKAD secara tertulis dalarn bahasa Indonesia disertai 

alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotocopy SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD dan diajukan dalam jangka waktu l (satu) bulan 
sejak saat terutang Pajak. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus melampirkan 

rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang 
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya 

permohonan. 

(3) Kepala BPPKAD dan/atau Petugas yang ditunjuk meneliti perrnohonan 
angsuran pajak scbagairnana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Berdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Kepala BPPKAD dapat menolak atau menyetujui permohonan angsuran 
wajib pajak. 

(5) Dalam ha! permohonan angsuran ditolak, maka Kepala BPPKAD 

memberitahukan penolakan perrnohonan dengan disertai alasan yang 
jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
pennohonan. 

(6) Dalam hal permohonan angsuran disetujui, maka wajib pajak harus 
menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat 

Perjanjian Angsuran. 

(7) Jangka waktu angsuran pembayaran Pajak diberikan paling lama dalam 
waktu 12 (dua belas] bulan sejak jatuh tempo pernbayaran pajak, 

(8) Pembayaran pajak dengan cara rnengangsur harus dilakukan secara 

teratur dengan berturut-turut menggunakan SSPD dengan dikenakan 

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang 

belum atau kurang dibayar, 

Pasal 20 

Kepala BPPKAD atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan 
yang dltentukan, dapar mernberikan persetujuan untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak yang terutang dengan dikenakan bunga sebesar 
2% (dua persen) perbulan. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak 

Pasal 19 
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{l) Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan penundaan pembayaran 
Pajak kepada Kepala BPPKAD secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
disertai alasan yang jelas dalarn jangka waktu paling larnbat l [satu] 
bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus melarnpirkan 
rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang 
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya 
permohonan. 

(3) Kepala BPPKAD dan/atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan 
penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dirnaksud pada ayat (31 
Kepala BPPKAD dapat menolak atau menyetujui permohonan penundaan 

pembayaran pajak wajib pajak. 
(5) Da\am hal permohonan penundaan pembayaran ditolak, maka Kepala 

BPPKAD rnernberitahukan penolakan perrnohonan dengan disertai 

Pasal22 

(I) Perhitungan untuk pernbayaran angsuran adalah sebagai berikut: 
a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa 

angsuran; 
b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa 

pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak 
angsuran; 

c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak 
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 

d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan 
bunga sebesar 2% (dua persenl; dan 

e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah 
pokok pajak angsuran ditambah bunga. 

(2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat 
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan. 

Pasal21 

!9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat 
Perjanjian Angsuran ternyata Pajak yang terutang belum dilunasi dapat 

dltagih dengan Surat Paksa. 
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(1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut: 
a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jurnlah pajak 

terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% 
(dua persen) dengan jurnlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan 
seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda; 

b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang 
pajak yang ditunda, ditarnbah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) 

sebulan; dan 
c. penundaan pernbayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada 

saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat 

diangsur. 
(2) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran 

secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan 
pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama. 

Pasal23 

alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satul bulan terhitung sejak 

tanggal permohonan. 
{6) Dalam ha! permohonan penundaan disetujui, maka Kepala BPPKAD 

menerbltkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak. 
(7) Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Perrundaan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (4), maka penerbitan surat teguran ditunda sampai 
batas waktu penundaan yang ditentukan. 

(8) Penundaan Pembayaran Pajak diberikan paling lama dalam waktu 3 

{tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak. 
(9) Pembayaran pajak menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga 

sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak terutang, 
(10) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat 

Persetujuan Penundaan Pembayaran ternyata pajak yang terutang belum 
dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
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(1) Kepala BPPKAD menerbitkan STPD apabila: 
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar: 

Pasal25 

(1) Kepala BPPKAD wajib : 
a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 {tujuh) 

hari sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud da!am 
Pasal J 7 ayat (2); 

b. menyampaikan surat peringatan dalarn jangka waktu 7 (tujuh) hari 
setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2), apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban 
mernbayar Pajak terutang: dan 

c. menyampaikan surat teguran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan 
kewajiban rnembayar Pajak terutang setelah disampaikan surat 
peringatan. 

(2) Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf 
c diterbitkan. 

(3) Bentuk surat teguran dimaksud pada ayat (!) huruf c tercantum dalarn 
Lampiran V Peraturan Bupati ini. 

(4) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(l) huruf c, hutang Pajak belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 
7 (tujuh) hari kepada BPPKAD Wajib menerbitkan STPD. 

(5) STPD sebagairnana dimaksud pada ayat (4), rnemuat perhitungan jumlah 
pokok Pajak terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan dan/ atau denda yang harus dibayar lunas paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STPD. 

(6) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan batas 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dinyatakan 
telah merugikan keuangan daerah dan diproses sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

BAB VIII 
PENAGfHAN PAJAK 

~------- 
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(1) Sanksi adrninistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh ernpat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 
(2) Sanksi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap: 

Pasal 27 

BAB IX 
TATA CARA PENERAPAN SANKS! ADMJNISTRASI 

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, Surat Kepurusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi atau masih kurang 
bayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat-surat 
tersebut di atas, rnaka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tangga! Surat Pemberitahuan atau Surat 
Peringatan atau Surat Teguran yang sejenis dikeluarkan. 

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Pasal26 

b. dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan diketahui adanya 
kekurangan bayar sebagai akibat kesalahan tulis dan/atau kesalahan 

hi tung; dan/ a tau 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bungs dan/atau 

denda. 
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (ll huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk 
paling Jama 15 [lima belas] bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar sctelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dan ditagih melalui STPD. 

(4) Bentuk STPD sebagaimana tercantum dalam Larnpiran VI Peraturan 

Bupati ini. 
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(1) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya 
dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah. 

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 
atau SKPDLB atas perrnohonan Wajib Pajak sebagairnana dimaksud 
pada ayat (I) dilakukan sebagai berikut: 
a. Permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, 

SKPDN atau SKPDLB diajukan kepada Kepala BPPKAD paling larnbat 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD dengan 
memberikan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu ter sebut tidak dapat dipe nuhi 

karena keadaan diluar kekuasaannya; 

Bagian Kesatu 
Pembetulan Ketetapan Pajak 

Pasal28 

BAB X 
PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENOURANGAN KETETAPAN PAJAK, 

SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADM!NJSTRAS! 

a. SKPDKB yang berkenaan dari hasil pemeriksaan atau perneriksaan 
lain Pajak yang terutang tidak a tau kurang bayar; dan 

b. SPTPD yang tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis. 
(3) Sanksi kenaikan pajak sebesar 100% {seratus persen) dari jumlah 

kekurangan pajak sebagai akibat adanya data baru/ novum dengan 
menerbitkan SKPDKBT. 

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak rnelaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(5) Sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen] dari pokok pajak 
ditambah 2% (dua persen] sebulan dihitung dari pajak yang kurang 
bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan sejak saat pajak terutang dalam ha! kewajiban 
mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga pajak dihitung secara jabatan 
dengan menerbitkan SKPDKB. 

--- ----- --··- - 



b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

penelitian admlnlstrasi tersebut wajib atau tidak dilakukan penelitian 
administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dale.m penerapan Peraturan Daerah teritang Pajak Mineral 
Bukan Logam dan Batuan: 

c. Dalam ha! berdasarkan basil penelitian sebagairnana dimaksud pada 

huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka SKPD atau STPD 
tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya; 

d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c 

dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan 
Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala BPPKAD; 

e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD 
sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada 
Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan; 

f. Surat Keputusan Pernbetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus 
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
diterbitkan; 

g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pernbetulan Ketetapan Pajak 
atau STPD maka SKPD atau STPD sernula dibatalkan dan disirnpan 
sebagai arsip dalam adrninistrasi perpajakan daerah; 

h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip 
sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan 
paraf serta dicanturnkan kata-kata "Dibatalkan"; 

(3) Kepala BPPKAD harus memberikan keputusan atas permohonan 
pernbetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan 

pembetulan diterima. 
(4) Apabila Kepala BPPKAD tidak memberikan keputusan dalam jangka 

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pernbetulan 
dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai 
permohonan. 

(5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala BPPKAD segera 
menerbitkan Surat Keputusan Penolakaan Pembetulan SKPDKB, 

--------- - -- . 



·23· 

pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan 

penghapusan. 

(3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah 

pokok pajak ditambah sanksi adrninistrasi berupa bunga, denda dan/ 

atau kenaikan pajak yang tercantum dalarn surat ketetapan pajak. 

(4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan 

Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut: 

pengajuan a tau keberatan dipertirnbangkannya pengajuan 

dipertanggungjawabkan antara lain: 
l) kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek 

pajak; 
2) kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab 

akibat tertentu; dan 

3) tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial 

atau pendidikan yang sernata-mata tidak mencari keuntungan. 

(2) Kepala BPPKAD karena jabatannya arau atas pennohonan Wajib Pajak 

dapat mengurangkan a tau mernbatalkan ketetapan pajak tidak benar, 

apabila terdapat: 
a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu 

pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan 

batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pernbetulan surat 
ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi telah terlarnpaui: atau 
b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak 

dapat yang pajak wajib 

(1) Kepala BPPKAD dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang 

berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau 

kondisi tertentu obyek pajak dalam hal: 

a. terjadi bencana; 
b. pemberian stimulus kepada wajib pajak; 

c. usaha pengentasan kerniskinan: 
d. terdapat alasan lain dari 

Bagian Kedua 
Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak 

Pasal 29 

SKPDKBT atau STPD, dan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan 

dikukuhkan dengan surat keputusan. 
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a. Surat permohonan Wajlb Pajak didukung oleh novum atau fakta baru 

yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 
b. Dalam surat permohonan Wajlb Pajak harus dilampirkan dokumen 

berupa fotocopy: 
1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya; 
2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan 
3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti 

penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administarsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

c. Pengajuan perrnohonan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat 
dipertimbangkan dan berkas permohonan dikernbalikan kepada Wajib 
Pajak. 

(5) Pengurangan atau pernbatalan ketetapan pajak karena jabatan 
dilakukan sesuai permintaan Kepala BPPKAD atau atas usul dari Pejabat 
Struktural atau Petugas yang mernbidangi berdasarkan pertimbangan 
keadilan dan adanya temuan baru. 

(6) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan permintaan/ usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4), Kepala BPPKAD meminta Pejabat Struktural terkait untuk 
mernbahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 

(7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan 
kepada Kepala BPPKAD dengan rnelarnpirkan telaahan pertimbangan 
atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak. 

(8) Berdasarkan laporan Pejabat dan/ atau petugas yang ditunjuk dan 
telaahan pertimbangan pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak 
sebagairnana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPPKAD memberikan 
disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak 
atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak. 

(9) Atas dasar disposisi Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Petugas dan/ atau Pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan 
Surat Keputusan Kepala BPPKAD berupa: 
a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pernbatalan Ketetapan Pajak; 

a tau 
b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pernbatalan Ketetapan 

Pajak. 



(1) Kepala BPPKAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak 

dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa 
bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak yang terutang dalam ha! sanksi 

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya. 
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak terutang sebagairnana dimaksud pada ayat (!) 
dapat dilakukan rerhadap sanksi administrasi berupa bunga, denda 
dan/ atau kenaikan pajak dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistrasi berupa 
bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada 
masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai 
berikut: 

Bagian Ketiga 
Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi 

Pasal 30 

(10) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan 

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Pejabat 

dan/ atau Petugas yang ditunjuk segera rnelakukan: 
a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan 

kepada Kepala BPPKAD menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru 

dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki surat ketetapan pajak 

yang lama; 
b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak "dibatalkan". 

serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; 

c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pernbayaran 

pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan 

pajak yang baru; 
d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi 

perpajakan. 
{11) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf 

b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan 

dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pernbatalan 

ketetapan pajak ini. 
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a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan 
sanksi administrasi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada 

Kepala BPPKAD. disertai dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 
[tujuh] hari sejak diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT dengan 

melarnpirkan : 
1. fotokopi KTP; 
2. fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan 
3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa berrnaterai 

dan fotokopi KTP Penerima Kuasa, 
b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

Kepala BPPKAD memerintahkan staf BPPKAD melakukan penelitian. 
c. Hasil penelitian dituangkan dalam Serita Acara Penelitian dan 

disampaikan kepada Kepala BPPKAD sebagai bahan pertimbangan 
untuk memberikan kepurusan. 

d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi 
adrninistratif ditetapkan oleh Kepala BPPKAD. 

e. Paling Jambat l (satu) bulan setelah menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD harus 
memberikan keputusan dikabu!kan atau ditolak. 

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPKAD harus: 
a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; 

a tau 
b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang 

terutang beserta sanksi adrninistratif berupa bunga, denda, dan 
kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT. 

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan 
alasan yang dapat diterima, Kepa!a Sadan mengurangkan atau 
menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sesuai 
dengan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi adrninistrasi. 

(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu 1 x 24 
(satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
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mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu 
petugas BPPKAD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha wajib 
pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha mineral bukan logam dan 
batuan yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak, 

{4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. mencakup tentang pendapatan brute usahanya secara lengkap dan 

benar; 
b. didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak 

berupa bon penjualan (bill) atau dokumen lainnya; 
c. diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu: dan 
d. diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. 
(5) Pernbukuan. catatan dan bukti pembukuan seperti faktur atau nota 

penjualan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan 

selarna 5 (lima) tahun. 

jumlah pendapatan usaha b. Penentuan besaran omzet adalah 
penambangan selama 1 ( satu) bulan. 

(3) Pembukuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 
300.000.000,00 [tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. 

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Kriteria Wajib Pajak : 
l) Harus memiliki ijin sah dibidang pertambangan antara lain: 

- ljin Usaha Pertambangan (IUPJ; 
ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK): 

- ljin Penambangan Rakyat (IPR). 
2) Kegiatan usaha Pertambangan yang bersifat komersial. 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

Pasal31 

BAB XI 
PEMBUKUAN DAN PEMER!KSMN 

---------- -- - - 



(I) Dalam melakukan perneriksaan, Kepala BPPKAD atau petugas pemeriksa 
yang ditunjuk berkewajiban untuk: 
a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan 

pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
b. memberikan penjelasn mengenai: 

1) alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 
2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan 

pemeriksaan; dan 
3) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi hasil 

perneriksaan. 
c. menuangkan hasil klanfikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) huruf b angka 3 dalam ben tuk berita acara; 
d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib 

Pajak; dan 
e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala 

sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
pajak dalam rangka pemeriksaan. 

Pasal 33 

(1) Kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan unruk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk: 

a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan 
kewajiban pajak yang seharusnya dibayar; 

b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan 
pengembalian kelebihan pernbayaran pajak; 

c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/ 
atau keringanan dan/ atau pembebasan pajak; dan/atau 

d. untuk tujuan Jain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pemeriksaan 

Pasal32 
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( l) Piutang pajak yang dapat dihapuskan karena kada!uarsa adalah piutang 
yang tercanturn dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN 

atau SKPDLB. 

Pasa!34 

BAB XII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA 

(2) Dalam melakukan perneriksaan pajak, Kepala BPPKAD atau petugas 

perneriksa berwenang untuk: 
a. menyampaikan surat panggilan Wajib Pajak untuk datang ke Dinas 

dengan menggunakan surat panggilan; 
b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan 

dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang 
berhubungan dengan omzet yang diperoleh; 

c. meminta keterangan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak; 

d. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak 
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang 

diperikea. 
(3} Dalarn pelaksanaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berhak untuk: 

a. mengetahui surat tugas pernerlksaan: 
b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; 
c. menerima Surat Pemberitahuan Hasi! Pemeriksaan; 
d. mengajukan pennohonan untuk melakukan klarifikasi hasil 

pemeriksaan. 
(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berkewajiban 

untuk: 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan objek Pajak yang terutang; 

b. memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 

perneriksaan; dan/atau 
c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
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(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas suatu: 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 

d. STPD; 
e. SKPDLB; 
f. SKPDN; dan 

Pasal 36 

BAB XIII 

KEBERATAN DAN BANDING PAJAK 

lnspektorat melakukan evaluasi dan penelitian terhadap usulan penghapusan 
piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) sebelum 
disampaikan kepada Bupati oleh Kepala BPPKAD. 

Pasal 35 

(2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak 
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh 
BPPKAD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. 

(3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus 
menggambarkan keadakan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang 
bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak 
yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. 

(4) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya 
Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3). 

(5) Kepala BPPKAD rnenyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak 
berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Bupati. 

(6) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan 
usulan Kepala BPPKAD. 

(7) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala BPPKAD me!akukan: 
a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang 

pajak; dan 
b. Hapus tagihan dan/ atau hapus buku atas piutang pajak tersebut 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pernerintahan yang berlaku. 
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(I) Wajib Pajak dapat mengajukan · pennohonan banding hanya kepada 
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 
ditetapkan oleh Kepala BPPKAD. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan 

secara tertulis dengan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas 
dalarn jangka waktu 3 [tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri 

salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. 

Pasal 38 

(1) Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, 
sejak tanggal Surat Keberatan diterirna, harus mernberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

(2) Kepala BPPKAD atas keberatan dapat berupa rnenerima seluruhnya atau 
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 
dan Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal37 

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketenruan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Permohonan Keberatan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan 
yang jelas. 

(3) Keberatan harua diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pernungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I). kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling 
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat 
Keberatan sehingga tidak dipertim bangkan. 

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala BPPKAD 
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. 

----- -- - -· - 
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(l) Kelebihan pernbayaran pajak terjadi apabila: 
a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya 

terutang; dan/atau 
b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. 

Pasal 40 

BAB XIV 

PENGAMBILAN KELEBJHAN PEMBA Y ARAN PAJAK 

Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi 
dengan pembayaran pajak yang te!ah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan. 

sanksi 
persen) 

banding, 
puluh 

Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan permohonan 
administratif berupa denda sebesar 50% (lima 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. 

(5) Dalarn ha! permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib 

(4) 

(1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, selarna pajak yang masih harus dibayar 
sebagalmana dimaksud dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang 
telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan 
pernbayaran pajak dikembalikan dengan ditarnbah imbalan bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, 
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 

keberatan atau banding. 

Pasal39 

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar 

pajak sampai dengan I (eatu] bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 

Banding. 
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(1) Serita Acara Perielitian Permohonan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) 
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau 
menolak permohonan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 (I). 

(2) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak 
ditandatangani oleh: 

l. Bupati dalam ha) pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk 
tahun sesudah tahun pembayaran pajak. 

Pasal 41 

(2) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajlb Pajak da.pat mengajukan 
permohonan pengambilan secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia 
kepada Kepala BPPJ<AD, dengan menyebutkan paling sedikit: 
a. nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. masa Pajak; 
c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan 
d. alasan yangjelas. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan 
bukti yang lengkap dan sah, yaitu : 
a. Forocopy KTP; 

b. Asli SSPD I Bukti setoran pajak; 
c. Fotokopi SKPD / STPD / Surat Keputusan; 
d. Surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan; dan 
e. perhitungan pembayaran pajak menurur Wajib Pajak. 

(4) BPPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalarn 

Serita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan 
Pembayaran Pajak. 

(5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

BPPKAD dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati, 

(6) BPPl<AD dalam mclakukan penelitian atas permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi 
kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang 
dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian. 

(7) Forrnulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

sebaga.imana tercantum dalam lampiran Vil Peracuran Bupati ini, 
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Menunjuk dan rnenugaskan kepada : 
a. Kepala BPPKAD untuk : 

1. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk 
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

2. rnelaksanakan pendaftaran wajib pajak mineral bukan logam dan 
batuan sebagai bahan penyusunan Daftar lnduk Wajib Pajak; 

Pasal43 

BAB XV 
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

(ll Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan 
membebankan pada pajak yang bersangkutan untuk pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalarn tahun yang sama. 

(2) Untuk Pengembalian atas kelebihan pernbayaran pajak yang terjadi pada 
tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada belanja 

tidak terduga. 

Pasal42 

2. Kepala BPPKAD dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

yang terjadi pada tahun yang sama. 
(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) diterbitkan dalam 

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran pajak. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak ada 
keputusan, pennohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan. 

(5) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), 

Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama l 

(satu) bulan. 
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka 

waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. 
(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 



. 35. 

3. melaksanakan pendataan jumlah pembayaran kepada pengusaha 

mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan pengawasan 

pelaksanaan pemungutan pajak; 
4. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pelayanan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan; 
5. melaksanakan pemungutan, pengurangan, keringanan, clan 

pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
6. bertanggungiawab atas penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku; dan 
7. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, 

b. lnspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. 
c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan 

Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. 
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran 
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 20 IO 

tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaannya . 
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SERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR ,fo . 

Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal J./..P.~(P.~.<f.".1.///;t7 

,,.,:S~~ARIS DAERAH 

GR AN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 



( ) ( ) 

GROBOGAN, 2017 
PITUGAS PENDATAAN PEMlllK/PENGElOl.A 

Pekerjaan Lainny& 
Alamtrt lnsu1nsi 

Kcterangan 

D Lainnya 

N13nla lns1an~i: -------------- ---------- 
PemiUk usaha 

CJ 
CJ 

T~I T:in()i, li\.lkti -------~ __________ Tc.nwt K.anu K~luarg• 

PNS O Pegawai Swalta c:J ABRI 

No. Tand~ Bukti 
No. Kanu Kcluil,I'~ 

Pekerjean 

Kobupateo Kode Pos : No. T c:lp 
IDENTITAS WAJU:l PAJAK I Pribadl) llsikan bila Nama Pendallnr rnerupaksn Milik Pribodi) 

Kewarganeg.,.,an c::J..N1 t::::1·sA 
Tan~a Buk1i D KTP D SIM D PASPOR 

Kecamata.n : ----- _______ KeJuraJlan : 

K.<lbui"'«n Kod• P0<: No. T,lp 
ALA MAT PIMPINAN (Badan UsahaJ (lsiknn bila Nama Pendafl.>r berupa Sadan Us.iha) 

Pemilil.: Sadan 
, .. 1,.,.., 

Plmpinan 
J1lan 

RTIRW 

Kccaminan: ------- Kclurahan : ------- RTIRW 

I. DATA UMt;M 
Numa Pcndaftar I Penaggun& P~i•k : 
Af:1ma1 

SADAN P£NPAPATAN PENGELOLAAN Ki;lJAN(;AN DAN '°'SET DAERAH 
Pl:.MEIUNTAH KABUPA TEN GROBOG.~)J 

Jin. S. Parman No. 23 Tctp (02921421040 (Hunting) Pl 'R WODADI 58111 
FORM PENDA TAAN 

BIDANG USA HA : MINERAL BUKAN l,OGAM DAN AA TllAN 

Bentuk dan format isian formulir endataa» 

LAMPlRAN 1 
P£RATURAN BUPATI OROBOOAN 
NOMOR TAHUN 2017 



entu an ormat isjan onnu tr pen a aran 

ti BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
PEMERlNTAH KABUPATEN GROBOGAN 

Jin. S. Parman No. U Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWOOADI 58111 

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BA DAN; PEMILJK USAHA 

Nomor Fonnulir Kepada Yth . 
....................... . ....................................... 

di 

PERHATIAN 
Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 
Beri tanda V pada kotak _ yang tersedia untuk dijawab yang diberikan 
Setelah fonnulir Pendaftaran ini diisi dan diranda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuanga dan Asel DaerahKabupaten Grobogan langsung atau dikirim melalui Pos 
paling lambat tanggal ............................. 

DIISI OLEH WAJ!B PAJAK 

I. Nama Badan I Merk Usaha : 
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) 

. Dusun/Jalan/RT 

. Desa : 
. Kecamatan 
. Kabupaten : 
. Nomor telepon : 
. Kode Pos 

3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat lzin harap dilampirkan) 
. Surat izi n Gangguan ~o ....... ························· Tgl. ........................... 

. Surat izin Usaha Kepari wisataan No .................................. Tgl .................................... 

. Surat lzin ................................... No .................................. Tgl .................................... 

. Surat izin ................................... No .................................. Tgl. ................................... 

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya) 
Hotel 
Resto ran 
Hiburan 
Reklame 
Penerangan Jalan 
Pengambilan mineral bukan !ogam dan batuan 
Penyelenggaraan rempat parkir diluar badan jalan 
Pengambilan dan/areu Pemanfaatan Air tanah 
Pengarnbilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Waler 
Laionya ....................................... 

d ft r k d f B 

LAMPIRAN II 
PERA TUR AN BUPA Tl GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2017 



KETERANGAN PEM!LJK ATAU PENGELOLA 

Nama Pemilik I pengelola 

Jabatan 

Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan ldentitas yang dilaporkan ) 
. Dusun/Jalan 
- RT /RW IRK 
- Desai Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabuparen I Kota 
- Nomor telepon 

- Kode Pos 
Kewajiban Pajak 

Hotel 
Restoran 

Hiburan 
Reklame 
Penerangan Jalan 
Pengambilan mineral bukan logarn dan batuan 
Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan 
Pengambilan dan/atau Pernanfaatan Air tanah 
Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet 
Lainnya ....................................... 

. ................... 20 ......... 
Nama Jelas 
Tanda Tangan : 



Ci:) SPTPD 
Lcmbar I 

PEMERINTAH KABUl'A t6N OROBOOA.s fSL.'R.A'I' PP.M0£RITAHL'AN l'AI..._I\ J)AERAHI untuk 
BADAN PENDAPATA~ PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOOAM Wojib Pajak 

KEL'MIGAN DAN ASET DAERAH DANBATUAN 
Jt. S. f.1•111,_,. Nu ~) Tip (020)l 41J,O~, PER()A NO. 14 TAHL'N 2016 

;, OIISI 0L£H WAIIB PAJAK 

• 1,.., !Fob !Mor IAJ!! IMoi !Jun IA111 lsoe IOkr !Nop loc, ! I. MOIS¥ P~ak : !Jul 

TIJllun : I 2 I 0 I l I I 2. N•m• Waj;b Pajak 
l NPWPD : D D I I I I I I I I I I J I I I 4. Al•mftl W~jib P~jol< : 

}. Harga Oa$n,- Jenis Mineral Buk..Mn Logam dan Bauuan berdas.,-kMfl Kcpuruun Cubcrour .l3w.t l~n~ Nomo, S4J1,)0 Tlhun 2017 
·rentatig Pcneiapan Harp PAtol:an PenJualan Mineral Bul.lU'I Logam Dan Batuin • 

Harga Patokan Penjualan Per !·1' Di Lokui Tambahan (Rp) 
NO Jenis Material 

I Pasir 41.000 
2 Tanag Uru11. 8.900 
) llaru G•mping (Kapur ) uruuk 70.000 

Semen dan lndustri 
4 Ba1u Gampin11 S0.000 
s Tanah Liat 20.000 
6 Pospar 11.SOO 
7 Benton it 22.000 

~. volume Pen~arnbihu, 
Da,ar Pc:ngct1Mn hjaJ: c Harg• Oa.or, Volume) : 
T arif P~iA•: : 
hjak Terur,,,g ( OPP x Tarif) . ............ ························· . ............ ··························· ........................ ... 
Teroilung ···································· ............................................ ...... . ........... ........................... ...... 

······················ .......................................... .......................................................... 
• beri candtt silAng ( X > udci pilih.wl d; at&$ 

PERTANYAAN DUSI OLEH PETUGAS 
Mff'l}'AUtk~u-. tlttll\,a St'TPD ini bestrta lampiran·l~mpirMn>·• adatM benas. len~kap dan Tanda Te,lma SPTPD lidllk bers.y&ritl 

SPTPD diterima iangcaJ ........................... ........... ,gr .............................................. Nama petugas : 
W~jibPajai< NW 

( .......... .......................................................... I { ... . ................................................................ • tflame k11ttk1p, nerMpel 4tn 1ei.sa C&npBl ~niuua kni,:kap, ,oempel d111111t1da 1&nij1t1) 
II. llHSJ OLEH PETUGAS BPPKAD 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH \SSPDI 
Dicerima oleb Di1e:rim2oi1?h 
Benda~a,a Pencrim• BPPKAO Petugas I. BPPKAD 2. L'PTB 
Nama Nama : 
TanJl8al Tanggal : 
Jurnlllh Rp ...................... Jumlah : Rp ....................... 
Terbil11ng ..... ·························· Terbilang : ................................................. ... , .. 

......................... . ....................................................... 

................ , ............... ......................... ....... . ........ , ............ 
( ..................................................................... J 

(nama lengkap, stemeel dan tanda rangan) 
Ccuau,n: SSPO ~ni bers.iQi1 semenl•n·, 1kln d1an,&gep sa.h •p•bila tel•~ mer1ye1or 

I ..................................................................... ) kep0:d.s J:5endahara Ptnerima 8PPKAO atau petugas 1em~ pwtblyenn Btink 
(noma lengkal), Stempel dan 1anda ,an.,.n) )llOg dit11njul.. 



i PEMERINTAH KABUPA TEN CiROBOGAN SSPD 
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN (SVKAT SETORAl'I PAJAK DAERAH) 

KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SKPD) Tahun 2017 
lL. S. p.,.,.,. No. 23 Purwodod; 

Nomor 
Tanggal 

Nama 
Alamat 

Nama Usaha 
Alamat Usaha 
NPWPD ; 

Menyetor berdasarkan ; OSK PD 0STPD O Lain-lain 

0SKPDT 0SPTPD 

OSKPDKB OSK Pembetulan 

QSKPDKBT OSK Keberatan 

Masa Pajak 
Cara Pembayaran 
Bank Penerima Setoran 
Uraian 

Dengan rincian penenrnaan setoran sebagai berikut ; 

No. Kode Rekenine. Jenis Paiak Nilai (Ro) 

Jumlah 

Terbilang : 

Ruang untuk Teraan Diterima Oleh : PURWODADI, 
Kas Register IT anda T angan Ka. Bidang Pajak Daerah Lainnya Penyetor 

Petugas Peneri ma 

PENIA Tl, S. Sos 
NIP. 19600615 198607 2 001 



PURWODADI, . 

Untuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapai dipenuhi sebagalmana mestinya. 

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas 
Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabaran dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan 
Pajak dan Bunga, yang akan rnerugikan Saudara Sendiri. 

Maka dengan ini karni minta agar Saudara segera menyarnpaikan SPTPD dan lampiran keterangan/ 
dokumen pendukung paling lambat 7 hari setetah surat ini diterima. 

Berdasarkan cataten kami ternyata sarnpai saat ini Saudara belurn menyarnpaikan SPTPD dan lampiran 
keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET 
DAER.AH (SKPD) PEMERINT AH KABUPA TEN GROBOGAN yaitu : 

- SPTPD dan data Pendukung periode 
- Jenis Pajak 
• Kererangen 

Nama Usaha 
Alarnat Usaha 

Nama Wajib Pajak 
NPWPD 
Alamat Wajib Pajak 

SURAT TEGURAN 
UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD 

Nomor: 

PURWODADI . 
Kepada 
Yth. 
di Ternpat 

PEMERINTAH KABUPATcN GROBOGAN 
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 

Jin. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111 

r:il 
~ 



( ) 

NIP . 

Grobogan. 

An. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Grobogan 

Kepala Bidang Pendapatan II 

Sanksi administrasi (Perda No 6 th 20 I 0) 6· Bunga • Bulan x 2% x Rp (5) 
7. Jurnlah yang harus dibayar (5+6) 

Dengan Huruf': 

Rp 

- ~p 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

I. Pokok pajak yang harus dibayar 
2. Telah dibayar tanggal . ----- - ·····-··-·· ···------·- ), Pengurangan 
4. Jumlah yang dapar dlperhitungkan (2+3) 
5. Kurang Dibayar (1·4) . . 

JI. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang. rnasih yang masih harus dibayar 
adalah sebagai berikut : 

................................................. 

................................................. 

................................................. 
................................................. Nama Usaha 

Alamat 
Nama Pemilik 
Alamat 

I. Berdasarkan Peraruran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban 
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Nomor 

Tanggal Tangga] jatuh tempo : 

di . 
................................. 

Kepada 
Yth : .. 

SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jin. S. Parman No. 23 Telp {0292) 421040 (Hunting) PUR WODADI 581 I I 

~ 

~ 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 
NOMOR TAHUN 2017 

Bentuk dan Format Surat Taaihan Pajak Daerah 



( ) 
•) Coret yang tidak perlu 

Hormat Saya, 
Pemohon 

Demikian surat permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, aras pertimbangaunya saya ucapkan terimekasih. 

Sesuai dengan SK Keberatan /Putusan Banding/Kelel>ihHn Pernbayaran alas SPTPD •) No .. 
hulan Tahun . 
Dengan ini meogejukan perrnohonan pengernbalian atas kelebihan pembayaran pajak. 
Jumlah Rp. 
Dengan huruf 
Dengan alasan 

................................... Telp .. Alamat 
.__...._ ..... 1 ... I ___._~ D NPWPD 

Nama Usaha/Perusahaan 

Bertindak untuk dan atas narna 

............... , Telp . 
...................................................... Nama Pemilik/Pengelola 

Alomat 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Purwodadi 
di 

Purwodadi . 
Kepada : 

Yrh. Bupar] Crobogan 
up. Kepala BPPKAD Permohonan Pengembalian atas 

Kelebihan Pembayaran Pajak 

PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Dengan hormat, 

Nomor 
Lamplran 
Hal 

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATl OROBOGAN 
NOMOR 
TENTANG : TATA CAl!A Pf;;MUNGUTAN PAJAK MINER.~L 

8UKAN J.()CAM DAN BA TUAN 


